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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Ø Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka 
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu 
Ø Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang 
bodoh menghina hikmat dan didikan ( Amsal 1 : 7) 
Ø Barangsiapa setia dalam perkara–perkara kecil, ia setia juga dalam 
perkara-perkara besar dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-
perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar 
(Lukas 16:10) 
Ø Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang 
patah mengeringkan tulang ( Amsal 17: 22) 
Ø Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada 
pada-Ku mengenai kamu, demikianla firman Tuhan, yaitu 
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 






                 PERSEMBAHAN : 
 - TUHAN YESUS KRISTUS                                                                                                                                    
-  PIPI DAN MIMI TERCINTA 
           -  KAKAKKU YANG CANTIK NADYA 
     -  KEKASIH YANG KUSAYANGI 
           -  KELUARGA BESAR DAN SAHABATKU 







 Puji syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menganugerahkan 
keselamatan dan mencurahkan kasih setia yang tiada henti-hentinya bagi 
Penulis.Bersyukur atas Hikmat dan setiap pengetahuan yang telah DIA 
karuniakan serta limpahkan kepada Penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan studi dan Penulisan hukum (skripsi) dengan judul ”PENERAPAN 
ALAT BUKTI PADA PROSES PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA 
INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM 
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”(STUDI KASUS DI PENGADILAN 
MILITER II-11 YOGYAKARTA) 
 Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh derajat 
sarjana dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 Penyusunan penulisan ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai 
pihak yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat, dan berbagi 
pengetahuan.Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih kepada : 
1. ALLAH BAPAKU yang luar biasa baik, Tuhan Yesus Kristus.Terima 
kasih untuk keselamatan yang KAU berikan, setiap pertolongan, kasih, 
kekuatan dan berkat yang tak habis-habisnya Kau curahkan dalam 
hidupku.Sungguh FirmanMu itu terang bagi jalanku dan janjiMu itu 
kekuatan bagi hidupku. 
2. Bapak Prof.Dr.dr.H.Much.Syamsulhadi, Sp.KJ Selaku Rektor Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
3. Bapak Moh.Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
4. Bapak Handoyo Leksono, S.H, selaku Pembimbing Akademik penulis 
selama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
5. Bapak Edi Herdyanto, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan 
selaku Dosen Pembimbing penulis.Terima kasih telah meluangkan waktu 
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dengan kesabaran dalam memberikan bimbingan, ilmu, nasehat, kritik 
yang membangun serta arahan kepada Penulis. 
6. Bapak Bambang dan Bapak Kristyadi selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan masukan yang bermanfaat bagi karya penulis. 
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.Terima kasih atas ilmu dan setiap bantuan yang telah diberikan 
kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
8. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini. 
9. Letkol Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, S.H.M.Hum selaku Kepala 
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah memeberikan ijin untuk 
melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan 
10. Mayor CHK Tatang dan Kapten FX.Raga sejati selaku Hakim Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk wawancara 
serta memberikan keterangan-keterangan mengenai topik yang diteliti oleh 
Penulis. 
11. Peltu Sutaryadi, BcHK,  Bapak Tukiman, Bapak Bambang, Bapak 
Darminto, serta seluruh staff dan pegawai Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di 
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, terima kasih untuk bantuan dan 
setiap informasi yang diberikan. 
12. Orang Tuaku yang tercinta, Pipi [Pramudita, MM,B.ac] dan Mimi [ 
C.Ratna Dewi],  Kakakku Drg.Cristiani Nadya Pramasari, terima kasih 
untuk setiap Doa yang terucap bagi Penulis, seluruh perhatian, kasih 
sayang, kesabaran,  dan dukungan yang tercurah untuk penulis. 
13. Letda Inf. Fendi Putut AW, Kekasihku yang sangat sabar menghadapi dan 
menemaniku.Terima kasih untuk Doa dan dukungannya selama 
ini.Kehadiranmu  semakin memberi warna indah dalam hidupku. 
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15.  Sahabat-Sahabatku yang paling paling dekat dan mengertiku, Able, 
MomzTik, Cicy, Ara,  Keket, Dwi, Novi , Rocy. 
16. .Sahabat-sahabatku di PMK FH UNS dan KOMPAREM GKJ Klaten, 
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 Penelitian ini diadakan adalah untuk mengetahui mengenai penerapan alat 
bukti pada proses pemeriksaan tindak pidana insubordinasi dalam lingkungan 
peradilan militer serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan alat 
bukti tersebut di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 
 Dalam rangka menjelaskan mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penulis 
mengadakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk memberi data 
seteliti dan sejelas mungkin.Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer II-
11 Yogyakarta.Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data 
sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui observasi, 
wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen. 
 Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa di wilayah 
hukum Pengadilan II-11 Yogyakarta  banyak terjadi tindak pidana insubordinasi 
yang mana dalam penerapan alat bukti pada proses pemeriksaannya lebih 
menekankan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.  
 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta dalam menerapkan alat bukti tindak pidana insubordinasi keberadaan 
terdakwa maupun para saksi yang tergabung dalam suatu operasi militer  atau 
tugas jabatan di kesatuan dinas masimg-masing, serta adanya keterangan terdakwa 
yang bertentangan dengan kesaksian saksi korban dapat menjadi hambatan 
tersendiri bagi Peradilan Militer II-11 Yogyakarta. 
 Mengatasi hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, 
diharapkan adanya pemeriksaan yang lebih praktis tetapi efektif dalam 
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A.  LATAR BELAKANG 
Tekad Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta 
melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam 
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakan 
demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 
dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh 
bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban 
setiap prajurit untuk menegakan disiplin. Penegakan disiplin dikalangan 
angkatan bersenjata, harus dilaksanakan oleh setiap anggota tanpa melihat 
pangkat serta kedudukan.  
 Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit 
berupa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia. Hal ini didasarkan, karena untuk pelanggaran tindak 
pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya 
berlaku hukum pidana umum.Tindak pidana militer pada umumnya dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua bagian yaitu  
1. Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau 
diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang 
militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu 
kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai 
tindak pidana. 
2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau 
diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-
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undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer 
atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman 
pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana 
pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut. 
 Untuk menyelesaikan setiap tindak pidana militer yang terjadi jelas 
diperlukan juga hukum acara pidana militer yang akan memuat mengenai 
proses pemeriksaan suatu perkara pidana militer di dalam suatu pengadilan. 
Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997, dikemukakan mengenai 
kewenangan peradilan militer untuk menyelesaikan perkara pidana yang 
dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.Peradilan 
Militer selain itu juga dapat mengadili tuntutan ganti rugi dan sengketa tata 
usaha di lingkungan angkatan bersenjata republik indonesia.  
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan 
pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata dan 
berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan tertinggi. Pengadilan ini 
secara organisatoris dan administrasif  berada dibawah pembinaan panglima. 
Pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan dalam peradilan  militer terdiri 
dari : 
1. Pengadilan Militer.  
 Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama, terdakwa merupakan 
prajurit berpangkat kapten kebawah  diatur dalam Pasal 9 UU No 31 tahun 
1997 yang harus diadili pengadilan militer. 
 
2. Pengadilan Militer Tinggi. 
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 Pengadilan ini juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata 
usaha angkatan bersenjata, juga memeriksa dan memutus tingkat pertama 
dan terakhir banding dari pengadilan militer dalam daerah hukumnya.    
3. Pengadilan Militer Utama. 
Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan tata 
usaha angkatan bersenjata yang diputus pengadilan militer tinggi. 
Pengadilan ini juga memutus perbedaan pendapat antara Perpera dan 
oditur mengenai diajukan atau tidak perlunya suatu perkara pada 
lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.    
4. Pengadilan Pertempuran. 
Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana 
yang dilakukan terdakwa di daerah pertempuran. 
Dengan keberadaan Peradilan militer di Indonesia, diharapkan dapat 
meminimalisir  pelanggaran disiplin oleh anggota Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia. Peradilan bukan hanya menjadi upaya represif, namun 
juga sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin 
atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. 
Dalam peradilan militer, oditur sebagai penuntut umum memiliki 
kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota 
militer.Pembuktian dalam peradilan militer maka harus mendasarkan pada alat 
bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer. 
Tindak pidana insubordinasi merupakan tindak pidana berupa 
perlawanan dari bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi pangkatnya. 
Tindak pidana Insubordinasi ini biasanya dilakukan akibat dari reaksi 
bawahan tersebut terhadap perlakuan atasan kepadanya, sehingga sangat 
bersifat spontan sekali dan jarang ditemui alat bukti. Adapun alat bukti yang 
ada biasanya hanya keterangan saksi, sedangkan saksi dalam tindak pidana 
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militer merupakan anggota militer yang berada dalam suatu kesatuan yang 
pada dasarnya menjunjung tinggi kesetiakawanan. 
Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul ”PENERAPAN 
ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 
INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI  DALAM 
LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Di Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta)”. 
B.  PERUMUSAN MASALAH 
Perumusan Masalah Diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi 
permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi 
jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga 
memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna 
menghasilkan penelitian skripsi yang baik.  
Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana 
insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan 
peradilan Militer? 
2. Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses 
penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota 
TNI dan bagaimana solusinya? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN  
Tujuan Penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai 
sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) dan juga 
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untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti pada proses 
penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh 
anggota TNI 
b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam penerapan 
alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang 
dilakukan oleh anggota TNI dan untuk memberikan solusi dalam 
mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
2.  Tujuan Subyektif  
a.     Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang 
Peradilan Militer yang termasuk ke dalam Hukum Acara Pidana  
khususnya mengenai proses penyelesaian tindak pidana militer 
dalam lingkungan peradilan militer 
b.  Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu 
dalam bidang hukum 
c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulis agar siap dalam 
masyarakat. 
D.  MANFAAT PENELITIAN 
Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka 
setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-
besarnya.Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu 
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hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan 
Militer pada khususnya. 
b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 
pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur 
atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk 
melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat memperluas pandangan dan wawasan berpikir bagi segenap 
civitas akademisi Universitas Sebelas Maret, khususnya mahasiswa 
Fakultas Hukum yang akan menelaah penulisan hukum ini. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses 
penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer. 
c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang 





E.  METODE PENELITIAN 
Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang 
sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang 
dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Metode yang 
bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan 
untuk mencari data mengenai suatu masalah. Dalam suatu penelitian, metode 
penelitian merupakan faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian 
suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode penelitian yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Jenis Penelitian 
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     Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 
penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti 
data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat ( Soerjono 
Soekanto, 1986 : 52 ). Pendekatan empiris sebagai usaha mendekati 
masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan 
kenyataan yang hidup di dalam masyarakat (Hilman Hadikusumo, 
1995:61). 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari 
penelitian deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau 
didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 
1986:10). 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Peradilan Militer 
II-11 Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan hasil pra penelitian 
bahwa di Peradilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan proses 
pemeriksaan dan penyelesaian dalam Tindak Pidana Insubordinasi yang 
dilakukan oleh anggota TNI. 
4. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
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bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah( 
Lexy J. Moleong, 1986:6). Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan 
kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, 
dan perilaku nyata. 
5. Jenis Data 
Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer 
yang diperoleh cara wawancara dengan Hakim pengadilan yang 
berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan 
dengan penerapan alat bukti pada proses penyelesaian Tindak Pidana 
Insubordinasi. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari 
studi kepustakaan. Data sekunder berupa keterangan dari bahan-
bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel 
dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, 
peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa 
seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
6. Sumber Data 
Sumber data primer merupakan subjek dimana data 
diperoleh.Dalam penelitian ini maka yang digunakan sebagai sumber data 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer adalah sumber data yang dapat 
memberikan informasi secara langsung dengan permasalahan yang 
diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Hakim Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta yang secara langsung melakukan proses 
pemeriksaan dan penyelesaian terhadap tindak pidana Insubordinasi 
yang dilakukan oleh anggota TNI. 
 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder berupa berkas perkara dari Pengadilan 
militer II-11 Yogyakarta.Selain itu sumber data sekunder lainnya 
berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dari beberapa buku-buku 
referensi, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, laporan, 
teori-teori, internet, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung 
penelitian ini adalah : 
a. Studi Lapangan( Field Research) 
Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan 
memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Hakim di 
Lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Wawancara 
dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan tertutup 
serta terpimpin oleh penulis terhadap pihak-pihak yang terkait. 
 
b. Studi Kepustakaan ( Library Research) 
Teknik ini adaalah suatu teknik pengumpulan data dengan 
mencari data- data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 
yaitu Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
Pengumpulan data dengan studi pustaka dimaksudkan untuk 
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mendukung penelitian ini.Berupa pengumpulan peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan pustaka lain yang 
berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
8. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya 
kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berhubungan 
dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan 
hasilnya. Dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yaitu: 
a. Reduksi Data. 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis 
yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan 
abstraksi data dari fieldnot. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian. 
b. Sajian Data. 
 Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan.Sajian data selain dalam bentuk narasi 
kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, 
jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung 
narasinya. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
 Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu 
proses pengumpulan data berakhir.kesimpulan tersebut perlu 
diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. 
Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi 
ini sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran 
penganalisa selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan-
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catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan ulang pada 
catatan-catatan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga 




Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini penulis 











Model analisis interaktif ini menunjukan, reduksi dan sajian data yang 
disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit 
yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah 
berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 
verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi 
maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena 
kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti dapat 










mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data ( 
HB.Sutopo. 2002: 96). 
 
F.  SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
  Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran 
Awal tentang penelitian yang meliputi Latar belakang, Perumusan 
masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 
Penelitian, dan Sistematika penulisan hukum. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam Bab II akan diuraikan tentang kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi  Tinjauan mengenai 
alat bukti dan sistem pembuktian yang didalamnya mencakup 
pengertian alat bukti, alat bukti yang sah, pengertian sistem 
pembuktian dan macam macam sistem pembuktian, disamping itu 
dalam bab ini juga akan ditinjau mengenai proses pemeriksaan 
perkara di Peradilan Militer serta meninjau mengenai tindak pidana 
insubordinasi berkaita dengan pengertian dan ruang lingkupnya. 
 
BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Bab III berisi mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari 
wawancara dengan hakim dan berkas perkara pidana yang juga 
berisi mengenai pembahasan yang dilakukan terhadap data-data 
yang diperoleh dikaitkan dengan teori, kajian pustaka, masalah dan 
tujuan penelitian. 
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BAB IV  PENUTUP 
 Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan 
jawaban singkat dan jelas dari permasalahan yang diteliti, serta 
























A. Kerangka Teori. 
1. Tinjauan Mengenai alat bukti dan sistem pembuktian. 
a. Pengertian Alat Bukti 
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu 
yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan 
alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan 
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 
adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa 
(Hari Sasangka, 2003 : 11). 
 
b. Alat Bukti Yang Sah. 
  Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang peradilan militer mengatur mengenai alat bukti yang sah  
yaitu: 
1) Keterangan Saksi 
2) Keterangan Ahli 




  Adapun penjelasan serta keterangan mengenai alat bukti yang 
sah tersebut adalah sebagai berikut : 
 
1) Keterangan Saksi 
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 Dasar Hukum mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti 
yang sah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang No.31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
 ”Keterangan Saksi sebagai barang bukti adalah keterangan 
yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan” ( Pasal 173 ayat 
(1)UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). 
 Apabila dikaji dari visi praktek peradilan, pada hakikatnya 
agar keterangan saksi harus mempunyai nilai pembuktian yaitu 
harus memenuhi hal-hal berikut :  
a)  Syarat Obyektif 
(1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa. 
(2) Tidak boleh ada hubungan keluarga. 
(3) Mampu bertanggung jawab, yakni sudah   berumur 15 (lima 
belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit 
ingatan. 
  b)  Syarat Formal. 
(1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang. 
(2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah. 
(3) Tidak dikenal asas unus testis nullus testis. 
  c)  Syarat Subyektif atau material. 
(1)  Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar. 
  (2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, 
mendengar dan mengalami. 
 Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana 
merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam 
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membuktikan kesalahan terdakwa, Hakim harus sangat cermat dan 
teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini, karena dengan 
alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap 
peristiwanya. Keterangan saksi dinilai mempunyai kekuatan 
sebagai alat bukti, apabila diikuti sumpah dan janji. Seseorang 
yang akan dimintai kesaksiannya harus terlebih dahulu 
mengucapkan sumpah atau janji menurut keyakinannya masing-
masing. 
 Kekuatan pembuktian keterangan saksi adalah sebagai berikut : 
a)  Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. 
 Dalam alat bukti kesaksian tidak melekat sifat 
pembuktian sempurna (volledig bewijskracht), dan juga tidak 
melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat 
dan menentukan (beslissende bewijskracht).Artinya bahwa alat 
bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai  nilai 
kekuatan pembuktian ”bebas”. 
b)  Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim 
2) Keterangan Ahli 
Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174 
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
Pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan ahli sebagai alat 
bukti ialah apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan. 
 Pada hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang 
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 
yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. Konkretnya, keterangan ahli sebagai 
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gradasi kedua alat bukti yang sah adalah ”apa yang seorang ahli 
nyatakan di sidang pengadilan”.  
 Keterangan ahli ini juga dapat diberikan pada waktu 
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan 
dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah 
pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.Keterangan ahli 
berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara 
tegas.Kadang-kadang, seorang ahli merangkap sebagai seorang 
saksi, namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu 
berbeda.Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh 
saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli dimaksudkan untuk 
menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan. 
3) Keterangan terdakwa. 
 Keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 
175 UU No.31 Tahun 1997  yang berbunyi bahwa : 
a)  Keterangan terdakwa ialah  apa yang terdakwa nyatakan di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri. 
b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, 
asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang 
sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 
lain. 
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 Pada dasarnya, pengertian keterangan terdakwa adalah 
lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, 
dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju 
daripada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada 
kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, sedangkan keterangan 
terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa. Oleh 
karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang 
diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah 
merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan 
prosedural pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana tidak mengejar dan memaksakan 
agar terdakwa mengaku. 
 Di dalam memberikan keterangan, keterangan terdakwa itu 
harus bersifat bebas artinya: 
a) Dalam pemeriksaan, penyidik atau dalam persidangan tidak 
boleh dilakukan penekanan dalam bentuk apapun. 
b) Kadang-kadang terdakwa dalam praktek juga sering 
memberikan keterangan dalam keadaan tertekan dengan 
kehadiran saksi atau sesama terdakwa. 
c)  Kebijaksanaan hakim ketua sidang yang diambil juga sama 
seperti memeriksa saksi yabg tertekan, yakni mengeluarkan 
saksi atau terdakwa lainnya. 
 
4)   Surat. 
 Didalam Undang-Undang Peradilan Militer secara 
substansial Alat bukti ”surat” ini ditentukan dalam Pasal 176 
yang selengkapnya berbunyi demikian : “ Surat sebagai alat bukti 
yang sah, apabila dimuat atas nama sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah berupa, 
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a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat 
oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 
dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian 
atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang didalamnya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan orang yang diperuntukan bagi pembuktian 
sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
Macam-macam surat antara lain : surat biasa, surat 
otentik, surat di bawah tangan. Tidak ada pengaturan khusus 
tentang cara memeriksa alat bukti surat, maka harus diingat 
bahwa harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang 
diajukan di persidangan. Nilai alat bukti itu bersifat bebas. 
5)   Petunjuk. 
 Dalam Pasal 177 UU 31 Tahun 1997 diatur petunjuk 
sebagai alat bukti yaitu ,  Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, 
atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. 
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Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 177 
tersebut hanya dapat diperoleh dari : 
a) Keterangan Saksi. 
b) Keterangan Terdakwa 
c) Surat 
“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif 
bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.  
  Tidak setiap petunjuk mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sama.Lemah atau kuatnya kekuatan pembuktian tergantung 
pada hubungan yang banyak atau kurang antara perbuatan-
perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan 
perbuatan yang dituduhkan dan kesalahan terdakwa. Ada 
perbuatan-perbuatan yang keadaannya sedemikian pasti 
menunjukan kesalahan terdakwa, sehingga setiap orang yang 
berpikiran harus menarik kesimpulan tersebut tidak sedemikian 
mudahnya ditarik. 
c. Pengertian Sistem Pembuktian 
Adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang 
boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara 
bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara-cara 
bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara 
bagaimana hakim itu harus membentuk keyakinannya. 
d. Macam-macam Sistem Pembuktian 
 xxxi
Suatu pembuktian pada dasarnya untuk menentukan 
substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang masa lalu tidak 
terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan 
perkara pidana dalam sistem pembuktian dikenal berbagai macam 
sistem.Menurut Andi Hamzah, didalam teori dikenal 4 (empat) 
sistem pembuktian yaitu: 
1) Conviction In Time 
a) Ajaran pembuktian Conviction in time adalah suatu ajaran 
pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim 
semata. 
b) Hakim di dalam menjatuhkan putusan  terikat dengan alat 
bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan 
putusaannya tidak menjadi masalah..Hakim tidak boleh 
menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan 
atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan. 
c) Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif 
sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang 
menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan 
bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. 
Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa 
dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti 
yang ada menunjukan bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana. 
 Aliran ini sering disebut aliran bebas (vrijstesel), 
karena sistem ini memberi kebebasan pada hakim terlalu 
besar sehingga sulit diawasi.Pelaksanaan pembuktian 
seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, 
pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perunda-
undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim. 
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d) Sistem pembuktian Conviction in time dipergunakan dalam 
sistem peradilan juri (Jury rechtspraak) misalnya di  
Inggris dan Amerika Serikat. 
 
2) Conviction in Raisone 
   Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula 
kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-
alat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Meskipun 
alat-alat bukti telah ditetapkan oleh Undang-undang.Dalam 
sistem ini hakim dapat memutuskan seorang bersalah atau tidak 
berdasar keyakinannya, yaitu keyakinan yang didasarkan pada 
dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (conclusie) 
yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian 
tertentu.Sistem atau teori ini dapat  juga dikatakan pembuktian 
bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan 
keyakinannya. 
3) Sistem Pembuktian Positif 
 Sistem pembuktian positif (positif wetelijk) adalah sistem 
pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni 
alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. 
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan pada 
undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan 
sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, 
maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.Tentu saja 
sistem Positief wettelijk ini mengandung kelemahan, karena 
jika alat bukti sudah memenuhi ketentuan dalam undang-
undang, mau tidak mau terdakwa harus dihukum, walaupun 
hakim yakin.Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti 
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yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. 
4) Sistem Pembuktian Negatif 
 Sistem pembuktian negatif (Negatief wettelijk) sangat 
mirip dengan sistem pembuktian conviction in raisonee. 
Didalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: 
(1) WETTELIJK : adanya alat bukti yang sah yang telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang. 
(2) NEGATIEF  : adanya keyakinan (nurani)dari hakim, 
yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut 
hakim meyakini kesalahan terdakwa. 
  KUHAP menganut sistem atau teori Pembuktian 
berdasarkan undang-undang negatif(negatief wetelijk).Hal 
tersebut dapat disimpulkan dari  pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan :”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang,kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 
Dalam hukum pembuktian pada acara pidana ada tiga 
bagian yang penting yaitu : 
1. Menyebutkan alat-alat yang dapat dipakai oleh Hakim 
untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana masa 
lampau.                                                                                       
2. Menggunakan cara bagaimana alat-alat bukti itu 
dipergunakan. 
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu 
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b. Tinjauan Mengenai Pemeriksaan perkara di Peradilan Militer 
Berdasarkan  Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer menentukan tentang pemeriksaan perkara di 
depan Pengadilan Militer, yaitu : 
1) Acara Pemeriksaan Biasa 
  Mengenai acara pemeriksaan biasa diatur dalam Bab IV 
bagian keempat Paragraf 1 Pasal 141 sampai dengan Pasal 
197 Undang-Undang tersebut. Dalam bagian ini diatur antara 
lain hal-hal yang berhubungan dengan Hakim, Jaksa, 
pembela, Saksi, Terdakwa, pengunduran diri sebagai saksi 
kewajiban memberi keterangan sebagai ahli, pembuktian, 
tuntutan pidana, pembelaan, penggabungan perkara ganti 
rugi, musyawarah hakim dan putusan pengadilan. 
  Sebagaimana ditentukan dalam pasal 132, dalam hal 
pengadilan menerima surat pelimpahan berkas perkara dari 
Oditur Militer, maka Kepala Pegadilan Militer segera 
mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang 
Pengadilan yang dipimpinnya.Apabila Kepala Pengadilan 
Militer berpendapat bahwa perkara pidana tersebut temasuk 
wewenangnya, maka Kepala Pengadilan menunjuk Majelis 
hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. 
Hakim ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas 
perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya 
Oditur memanggil terdakwa atau saksi. 
2) Pemeriksaan koneksitas 
  Sebelum berlakunya KUHAP, peraturan tentang 
koneksitas diatur di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1950 
Pasal 2 yaitu : 
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 ”Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka 
yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 
sub a, b, dan c bersama-sama dengan orang yang tidak 
termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam 
lingkungan pengadilan umum, kecuali jikalau menurut 
penetapan menteri Pertahanan dengan persetujan Menteri 
Kehakiman perkara itu diadili oleh suatu pengadilan dalam 
lingkungan peradilan ketentaraan.Setelah berlakunya 
KUHAP, maka peraturan mengenai koneksitas diatur di 
dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 95. Yang dimaksud 
dengan tindak pidana koneksitas itu adalah tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan 
seorang anggota ABRI atau lebih.Dimana orang-orang sipil 
tersebut seharusnya yang berwenang mengadilinya adalah 
peradilan umum, sedangkan anggota ABRI diadili oleh 
pengadilan militer. Dengan adanya peraturan mengenai 
koneksitas, maka perkara tersebut dapat diadili oleh 
pengadilan umum, dan dapat juga diadili oleh pengadilan 
militer. Hal tersebut dilihat dari titik beratnya perkara yang 
ada. Suatu perkara koneksitas diadili oleh pengadilan militer, 
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri 
Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman. Apabila di 
dalam keputusan bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan 
Menteri Kehakiman menetapkan bahwa perkara pidana yang 
diajukan ditetapkan untuk diadili oleh pengadilan umum, 
maka susunan majelis hakim terdiri dari Hakim Ketua dai 
lingkungan peradilan umum dan Hakim anggota masing-
masing secara berimbang dari peradilan umum dan peradilan 
militer. Jika dalam hal perkara koneksitas diadili oleh 
pengadilan dalam lingkungan militer, maka susunan majelis 
haim terdiri dari Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan 
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Militer dan Hakim Anggota secara berimbang dari peradilan 
militer dan peradilan umum. Hakim anggota yang berasal 
dari peradilan umum dalam sidang diberi pangkat militer 
tituler. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer, ketentuan-ketentuan mengenai perkara 
koneksitas diatur dalam Pasal 198 sampai dengan 203 yang 
bunyi serta maksudnya sama dengan yang diatur di dalam 
KUHAP. 
3)   Acara Pemeriksaan Khusus 
Acara pemeriksaan khusus ini tidak berlaku untuk 
semua peradilan militer, hal ini hanya berlaku khusus untuk 
pengadilan pertempuran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
204 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 yaitu :  
a) Acara Pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan 
Militer  
b) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus 
perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir 
c) Pengadilan Militer pertempuran memeriksa dan memutus 
perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. 
d) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdakwa atau oditur hanya dapat mengajukan kasasi. 
 4) Acara Pemeriksaan Cepat 
 Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bagian 
ketujuh dari Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 Undang-
Undang No.31 Tahun 1997.Acara pemeriksaan cepat diatur 
di dalam KUHAP diatur dalam Bagian Keenam BXVI 
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terdiri dari 2 paragraf yaitu Paragraf 1 mengenai 
Pemeriksaan tindak pidana ringan dan Paragraf 2 mengenai 
acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. 
2.    Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Insubordinasi. 
a.  Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi. 
Tindak pidana Insubordinasi adalah  ketidakpatuhan 
kepada atasan atau peraturan perintah atau penolakan 
perintah, dapat pula diartikan dengan perbuatan yang 
bertentangan dengan pengabdian.Tindak pidana 
Insubordinasi ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana diatur dalam Pasal 459 ayat (1) dan Pasal 460 ayat 
(2) yang berkaitan mengenai perbuatan awak kapal yang 
melawan terhadap atasannya.Sedangkan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak Pidana 
Insubordinasi diatur dalam Pasal 106, 107, 108, dan 
108.Dalam KUHPM, Tindak pidana insubordinasi ini diatur 
berkaitan dengan perbuatan seorang bawahan dalam hal ini 
seorang tentara yang memiliki pangkat lebih rendah 
terhadap atasan yang pangkatnya lebih tinggi darinya. 
Pembagian kategori tindak pidana insubordinasi dapat 







( Pasal 105) 
 
 
Insubordinasi dengan tindakan nyata (INDAKTA) 




INDAKTA yang        INDAKTA oleh        INDAKTA dalam 
Direncanakan     2 orang atau lebih          waktu perang atau 
        = Muiterij                        Muiterij dikapal 
(Pasal 107)      (Pasal 108)                 ( Pasal 109) 
b.  Ruang lingkup Tindak Pidana Insubordinasi. 
Dalam Pasal 106 KUHPM, perbuatan yang dapat 
dihukum dalam Pasal ini dinamakan ” Insubordinasi” 
dengan perbuatan yang terdiri dari : 
1).  Menyerang dengan tindakan. 
       Yang dimaksud disini ialah dengan sengaja 
menyerang tubuh seorang atasan, yang dilakukan 
dengan perbuatan tertentu. Perbuatan itu dapat 
dilakukan secara langsung misalnya menendang, 
memukul, menumbuk atau dapat pula dilakukan 
secara tidak langsung misalnya menembak, 
melempar, atau menggunakan berbagai alat lainnya. 
Penyerangan itu harus sedemikian rupa sehingga 
tubuh atau pakaian atasan tersebut tersentuh walau 
atasan itu tidak merasa sakit. Memegang kemeja atau 
baju atasan sehingga kancing bajunya terlepas, 
dianggap juga sebagai penyerangan dengan tindakan 
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atau perbuatan. Akan tetapi melakukan pemukulan 
atau menendang yang tidak mengenai tubuh atasan 
yang dituju tidak dapat dikatakan melakukan 
penyerangan dengan tindakan atau perbuatan. 
2)  Melawan dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan 
 Istilah kekerasan di dalam Pasal ini harus 
diartikan lebih luas daripada istilah yang sama dalam 
Pasal 212 KUHP. Seorang anggota militer yang 
melakukan perlawanan sewaktu akan ditangkap oleh 
yang berwajib dengan jalan menyentakkan tanganya 
atau berpegang pada suatu benda, termasuk melawan 
dengan kekerasan. Jika dibandingkan dengan Pasal 
105 KUHPM, terdapat persamaan dalam hal 
mengancam dengan kekerasan. Perbedaannya ialah 
bahwa ancaman dalam Pasal 106 ini khusus ditujukan 
untuk mengadakan perlawanan kepada atasan, sebagai 
reaksi atas tindakan seorang atasan. 
3).  Merampas kemerdekaan untuk berbuat 
  Merampas kemerdekaan untuk berbuat dari 
seorang atasan, dengan sengaja menghalang-halaangi 
kemerdekaan atasan untuk atau mengambil tindakan-
tindakan dianggap perlu atau memberikan perintah-
perintah dan sebagainya. Memberikan obat tidur, 
mengurung didalam sebuah kamar, mengikat kaki dan 
tangan, merupakan perbuatan perampasan 
kemerdekaan seorang atasan. 
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4).  Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan 
dinas. 
Perbuatan yang dapat dihukum dalam hal ini 
serupa dengan kejahatan paksaan terhadap pekerjaan 
jabatan seperti dimaksud dalam Pasal 211 
KUHP.Perbedaannya yaitu dalam Pasal 211 KUHP 
harus dengan syarat bahwa pekerjaan jabatan itu harus 
pekerjaan jabatan yang sah menurut hukum, 
dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap pegawai 
negeri yang sedang melakukan pekerjaan 
jabatannya.Sedangkan Pasal 106 KUHPM ini yang 
dilindungi ialah seorang atasan yang mana tidak perlu 
atasan itu sedang melakukan suatu pekerjaan 
jabatannya, dapat terjadi ketika atasan itu sedang diluar 
jabatannya, asalkan si pelaku mempunyai maksud 
supaya atasan itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu 





































Suatu perkara tindak pidana militer baru dapat diperiksa dan 
diselesaikan oleh hakim pengadilan militer, apabila perkaranya telah 
disidik dan diserahkan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan 
militer. Tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan 
pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur Militer. Pembuktian adalah 
salah satu cara untuk dapat mengetahui kebenaran suatu peristiwa 
berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan.Dalam proses perkara 





( Undang-Undang No.31 Tahun 1997) 
 
Tahap Pemeriksaan dalam 
persidangan 
Pembuktian 
Saksi Ahli Terdakwa Surat Petunjuk 
Tahap  putusan 
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mengetahui peristiwanya dan telah menemukan hukumnya, hakim akan 

































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. HASIL PENELITIAN 
 
Untuk mebahas penerapan alat bukti dalam proses penyelesaian tindak 
pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI, berikut ini disajikan 
data yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan kasus yang penulis teliti adalah 
kasus No: PUT/49-K/PM II-11/AD/VIII/2006 yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap dilihat dari akte putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, 
dengan terdakwa YATIMIN. 
Identitas terdakwa : 
 Nama lengkap  : YATIMIN 
 Pangkat/ Nrp  :  SERTU /31940583050774 
 Jabatan   :  Danru-3/2/2 Yon-21 
 Kesatuan   :  Grup – 2 KOPASSUS 
 Tempat lahir  :  Ngawi 
 Tanggal lahir  :  7 Juli 1974 
 Jenis kelamin  :  Laki-laki 
 Kewarganegaraan  :  Indonesia 
 Agama   :  Islam 
 Tempat Tinggal  :  Asrama Parako Kopassus Kartasura Sukoharjo 







1.  Kasus Posisi 
Pada tanggal 20 Agustus 2002 sekitar pukul 10.00 Wit di Kediaman 
Pangdam XVI/Pattimura di Jalan Dr. Latumeten Ambon, terdakwa melakukan 
tindak pidana insubordinasi yaitu penganiayaan terhadap atasannya yaitu 
Letda Inf Suwardi dengan berupa pemukulan serta penganiayaan. 
Bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, terdakwa sedang 
melaksanakan jaga di Kediaman Pangdam XVI/Pattimura tersebut. Pada 
tanggal tersebut terdakwa bersama anggota kiwal selaku petugas jaga di 
Kediaman Pangdam XVI/Pattimura sedang diberikan bimbingan dan arahan 
untuk melakukan pembersihan dan pengecetan disekitar kediaman Pangdam 
XVI/Pattimura karena Pangdam XVI/Pattimura akan kembali dari Jakarta. 
Untuk menindaklanjuti arahan Kasdam XVI/Pattimura tersebut maka sekitar 
pukul 11.00 WIT, korban Letda Suwardi selaku Ajudan Pangdam 
XVI/Pattimura memerintahkan kepada terdakwa dan seluruh anggota Kiwal di 
kediaman jaga Pangdam XVI/Pattimura untuk melaksanakan korve dan 
pengecetan di barak tempat anggota Kiwal di kediaman tersebut untuk 
melaksanakan korve dan pengecetan di barak tempat anggota Kiwal tinggal. 
Sampai dengan pukul 16.00 WIT pengecetan di tempat tersebut belum selesai, 
tetapi para anggota kiwal sudah bermain bola voli di lapangan SMP Kartika di 
depan kediaman Pangdam,  sehingga korban Letda Suwardi memanggil para 
anggota tersebut untuk melanjutkan korve dan melarang untuk bermain bola 
voli, namun seolah-olah tidak terima dengan perintah korban Letda Suwardi 
dan sejak saat itu sampai pukul 01.30 WIT dini hari tanggal 21 Agustus 2002 
tidak ada anggota yang jaga serambi di kediaman Pangdam XVI/Pattimura 
tersebut. Ketika melihat tidak ada yang jaga serambi, maka korban Letda 
Suwardi memerintahkan Praka Fendi Yulianto dan Praka Lyoner Manulang 
yang sedang menonton televisi di ruang belakang untuk memanggil para 
Danru Kiwal yakni Terdakwa dan Serka Usman Umar untuk menghadap 
korban. Setelah terdakwa dan Serka Usman Umar menghadap, maka korban 
Letda Suwardi bertanya mengapa tidak ada yang jaga serambi, lalu 
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mengatakan jangan mentang-mentang Pangdam tidak ada lalu tidak ada yang 
jaga, lalu korban Letda Suwardi memerintahkan kalau tidak ada yang jaga 
maka Danrunya saja yang menjaga, korban lalu sambil mengancam bahwa 
kalau masih tidak ada yang jaga korban Letda Suwardi akan melaporkan 
kepada Dan Ki masing-masing. Setelah berkata demikian korban bermaksud 
meninggalkan terdakwa dan Serka Usman Umar, namun pada saat korban 
Letda Suwardi melintas di depan terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul 
korban dengan posisi tangan mengepal di bagian wajah sebanyak 2(dua) kali 
serta di bagian lehernya sebanyak 1 (satu) kali. Atas tindakan terdakwa 
tersebut maka Korban Letda Suwardi langsung menarik kaos terdakwa sampai 
robek dan setelah itu antara terdakwa dan korban terjadi pergulatan di lantai, 
kemudian saling banting dan melakukan penguncian. Serka Usman Umar, 
Serda Agus Winanto dan Praka Fendi Yulianto yang melihat peristiwa 
tersebut langsung melerai serta mengamankan terdakwa. Akibat perbuatan 
terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka yang cukup serius, seperti 
diuraikan dalam Visum Et Repertum atas nama dirinya tersebut. 
2.  Dakwaan Oditur Militer 
Oditur Militer dalam dakwaannya tertanggal 24 Mei 2006 dengan nomor 
register perkara : DAK-44/V/2006/K telah mendakwa dengan dakwaan 
sebagai berikut: 
Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa ke 
persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, berdasarkan penetapan 
Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/06/V/2006 tanggal 2 
Mei 2006 berkas perkara atas nama terdakwa Sertu Yatimin 
Nrp.31940583050774 untuk dilimpahkan ke pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di 
bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2000 dua 
 xlvi
atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2002 di kediaman Pangdam 
XVI/Pattimura Jl. Dr. Latumeten Ambon, atau setidak-tidaknya Kesatuan 
terdakwa Grup 2 Kopassus Kartosuro berada di wilayah hukum Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta, telah melakukan tindak pidana : 
”Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, 
melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas 
kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan 
dinas apabila tindakan itu mengakibatkan luka” 
Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sesuai pasal 106 ayat (1) jo 
ayat(2) KUHPM. 
3.  Pemeriksaan Alat Bukti 
 Adapun yang dijadikan keterangan saksi tersebut  adalah sebagai berikut : 
     a.    Saksi Korban Suwardi 
 Pangkat  : Letda Inf/636989 
 Jabatan  : Dan Tim-3/ADC Pangdam XVI/PTM  
 Kesatuan  : Den Inteldam XVI/PTM 
 Tempat ,tgl Lhr : Medan, 17 Februari 1968 
 Jenis Kelamin  : Laki-laki 
 Kewarganegaraan : Indonesia 
 Agama   : Islam 
 Alamat Tempat Tinggal: Kediaman Pangdam XVI/PTM 
 
Adapun keterangannya adalah sebagai berikut : 
-   Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak menjabat sebagai ADC 
Pangdam XVI/Pattimura dan terdakwa sebagai Danru Pasukan Parako 
yang ditugaskan menjaga kediaman Pangdam XVI/PTM. 
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-  Bahwa Saksi pada tanggal 20 Agustus 2002 sekira pukul 11.00 WIT 
memerintahkan terdakwa dan seluruh anggota kiwal untuk 
melaksanakan korve, pembersihan dan pengecetan barak yang berada di 
kediaman Pangdam XVI/PTM. 
-  Bahwa saksi sekira pukul 16.00 WIT melihat pembersihan dan 
pengecetan barak belum selesai namun semua anggota kiwal sudah main 
volly di lapangan SMP Kartika yang berada di depan kediaman sehingga 
saksi memanggil semua anggota Kiwal untuk melanjutkan korve dan 
melarang bermain volly ball. 
-  Bahwa pada malam harinya oleh karena sejak pukul 22.00 WIT hingga 
pukul 01.30 WIT dini hari tanggal 21 Agustus 2002 tidak ada yang jaga 
serambi Saksi memanggil terdakwa dan Sertu umar melalui anggota 
yang sedang nonton TV supaya menghadap. 
-  Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2002 sekitar pukul 02.00 WIT terdakwa 
dan Sertu Umar dengan berpakaian preman tanpa bersenjata menghadap 
saksi di kediaman Pangdam XVI/PTM 
-  Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dan Sertu umar, 
mengapa tidak ada yang jaga serambi, lalu terdakwa menjawab memang 
kenapa.kemudian saksi berkata bahwa anggota terdakwa tidak ada yang 
jaga. Kemudian saksi memerintahkan kalau tidak ada yang jaga, maka 
danrunya saja yang jaga. Setelah memberi arahan, saksi bermaksud ke 
garasi dan ketika berada di depan terdakwa tiba-tiba terdakwa memukul 
saksi mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan 
mengepal  dan menendang sebanyak 1(satu) kali. 
-   Bahwa akibat pukulan terdakwa, saksi mengalami luka dan 
mengeluarkan darah pada bibir atas dan bibir bawah pecah. 
 
b.  Saksi Usman Umar,  
 Pangkat   : Serka / 21960083341275 
 Jabatan : Danru I Ki B Baton III Peleton 3 Ki B/Dan 
Si Wat  
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 Kesatuan   : Yonif Linud 503 / Mayangkara 
 Tempat ,tgl Lhr  : Ujung Pandang, 10 Desember 1975 
 Jenis Kelamin   : Laki-laki 
 Kewarganegaraan  : Indonesia 
 Agama    : Islam 
Alamat Tempat Tinggal :KediamanPangdam  XVI/Pattimura 
Ambon/Asrama Brigif Linud 18 Mojosari 
Mojokerto. 
 
Adapun keterangannya adalah sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat sama-sama bertugas 
menjaga kediaman Pangdam XVI/Pattimura Ambon, namun tidak 
ada hubungan keluarga 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2002 sekitar pukul 01.00 
WIT, ketika sedang tidur dibangunkan oleh Saksi 4 dan Saksi 5 agar 
menghadap Saksi 1 bersama dengan terdakwa 
- Bahwa setelah menghadap terdakwa Saksi 1 terdakwa dan saksi 
diperintahkan agar melaksanakan jaga serambi sampai pagi, setelah 
itu terjadi perdebatan antara saksi 1 dan terdakwa 
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba terdakwa dan Saksi 1 saling mendorong 
sehingga keduannya jatuh di dekat garasi dan saksi bersama saksi 3 
dan saksi 4 berusaha melerai atau memisahkan 
- Bahwa yang bertugas jaga serambi adalah anggota saksi dan anggota 
terdakwa bergantian , tetapi pada malam itu tidak ada yang jaga 
serambi. 
 
       c.  Saksi Fendy Yulianto,  
 Pangkat/ Nrp  : Praka / 3198019631076 
 Jabatan  : Ta mudi wal / Ta jurlis 
 Kesatuan  : Yonif Linud 503/Myk 
 Tempat/Tgl lahir  : Nganjuk, 4 Oktober 1976 
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 Jenis kelamin  : Laki-laki 
 Kewarganegaraan     : Indonesia 
 Agama       : Islam 
Alamat tempat tinggal   : Kediaman Pangdam XVI / Pattimura 
Ambon/Asrama Yonif Linud 503/MYK. 
 
Adapun  keterangannya  adalah sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tidak ada hubungannya 
keluarga 
- Bahwa pada hari rabu Rabu tanggal 21 Agustus 2002 pukul 00.50 
WIT, ketika saksi sedang nonton tv bersama Saksi 5, saksi 6 dan 
Pratu Abidin datang saksi 1 menanyakan siapa yang jaga serambi, 
selanjutnya memerintahkan agar memanggil terdakwa dan saksi 2. 
- Bahwa setelah memanggil terdakwa dan saksi 2 selanjutnya saksi 2 
dan saksi 5 persiapan tidur tiba-tiba mendengar keributan terdakwa 
dan saksi 1 berkelahi saling memiting . 
- Bahwa penyebab keributan tersebut karena malam itu tidak ada 
yang jaga serambi dan jaga serambi merupakan tugas annggota 
terdakwa dan anggota saksi bergantian 
- Bahwa malam itu tidak ada yang jaga serambi karena Panglima 
tidak ada di tempat. 
 
      d.  Saksi Lyoner Tua Manulang 
 Pangkat/Nrp  : Praka / 31980711551078 
 Jabatan  : Tabak Ru III/I/Ta Yan Rat Ban 
 Kesatuan  : Yonif Linud 503 /MYK 
 Tempat/tgl lahir : Sibolga,6 Oktober 1978 
 Jenis kelamin  : Laki-laki 
 Kewarganegaraan : Indonesia 
 Agama   : Kristen Protestan 
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Alamat : Kediaman Pangdam XVI/Pattimura 
Ambon/asrama       Yonif Linud 503/MYK. 
 
Adapun keterangan yang diberikan adalah ssebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tidak ada hubungan 
keluarga 
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2002 sekitar pukul 
01.50 WIT, ketika saksi sedang nonton TV bersama saksi 4, saksi 
4, saksi 6 dan Pratu Abidin, saksi 1 keluar dari kamar menuju ke 
dapur sambil bertanya mengapa tidak ada yang jaga serambi, 
kemudian memerintahkan memanggil terdakwa dan saksi 2 selaku 
danru 
- Bahwa selanjutnya saksi 3 dan saksi 4 membangunkan terdakwa 
dan saksi 2 yang sedang tidur agar menghadap saksi 1, kemudian 
menuju ke barak untuk persiapan tidur. 
- Bahwa kurang lebih 5-10 menit setelah Saksi 4 menuju barak 
untuk persiapan tidur tiba-tiba mendengar keributan kemudian 
Saksi 4 lari menuju tempat kejadian namun ternyata keributan 
sudah selesai. 
- Bahwa penyebab keributan tersebut adalah karena malam itu tidak 
ada yang jaga serambi. 
 
       e. Saksi Agus Sukaryono 
 Pangkat/Nrp  : Praka/ 31960808440577 
 Jabatan  : Tabakpan Ru-3 Ton 2 Ki-3 
 Kesatuan  : Yon 22 Grup -2 Parako Kopassus 
 Tempat/tgl lahir : Gresik, 4 Mei 1977 
 Jenis kelamin  :  Laki-laki 
 Kewarganegaraan : Indonesia 
 Agama   : Islam 
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 Alamat  : Asmil Yon-22 Grup-2 Kopassus Kartosuro 
Sukoharjo 
 
Adapun keterangan yang diberikan adalah sebagai berikut :  
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan 
keluarga 
- Bahwa sebelum keributan, korban menanyakan siapa yang jaga 
serambi dan saksi menjawab kalau tidak ada yang jaga serambi, 
karena Panglima tidak ada ditempat, kemudian saksi 1 
memerintahkan saksi 5 dan saksi 5 memanggil terdakwa dan saksi 
2 yang tidak lama kemudian keduanya datang 
-  Bahwa setelah terdakwa dan saksi 2 datang, korban 
memerintahkan agar keduanya   jaga serambi sampai pagi, 
sehingga terjadi keributan. 
- Bahwa saksi pada saat keributan tidak melihat secara langsung, 
tetapi ketika saksi datang terdakwa dan korban masih bergulat di 
lantai dan anggota berupaya melerai dan memisah. 
 
 Adapun keterangan terdakwa dalam kasus tersebut  adalah sebagai berikut : 
1) Bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 
melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik 
dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti sekolah Para dan 
masuk komando pada tahun 1996, dilanjutkan dengan mengikuti 
pendidikan spesialisasi persenjataan dan gerilya lawan tahun 1996 dan 
tahun 2001 mengikuti Dir Pur jarak dekat dan pada saat kejadian yang 
menjadi perkara ini terdakwa bertugas di Grup-2 Kopassus dengan 
pangkat Sertu Nrp.31940583050774. 
2) Bahwa terdakwa kenal dengan korbanSuwardi sejak menjadi Ajudan 
Pangdam XVI/Pattimura pada bulan Juni 2002 namun antara terdakwa 
dengan korban tidak ada hubungan keluarga 
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3) Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2002 sekira pukul 
01.00 sewaktu sedang tidur bersama dengan Serka Usman Umar telah 
dipanggil untuk menghadap Korban Letda Suwardi, setelah terdakwa dan 
Serka Usman Umar menghadap, kemudian diperintahkan untuk jaga 
serambi sampai pagi. 
4) Bahwa dengan adanya perintah dari korban Suwardi tersebut, terdakwa 
menanyakan maksud dari perintah tersebut, namun ketika terdakwa 
bertanya justru korban marah dan menyerang terdakwa dengan pukulan 
kearah muka terdakwa. 
5) Bahwa dengan adanya serangan dari korban tersebut, selanjutnya terdakwa 
mundur sambil menangkis pukulan dari korban, kemudian terdakwa 
dibanting dan dikunci dengan siku, karena leher terdakwa merasa tercekik 
maka terdakwa berupaya untuk berontak melepaskan diri, kemudian 
dilerai oleh saksi sertu umar. 
6) Bahwa terdakwa pada saat kejadian merasa tidak melakukan perlawanan 
hanya berupaya melepaskan diri dari kuncian korban dan yang melakukan 
pemukulan pertama kali adakorban dan terdakwa tidak mengetahui kalau 
korban terluka karena setelah dilerai terdakwa langsung dibawa oleh 
teman-temannya ke barak, sedangkan terdakwa mengalami luka di siku 
kiri dan lutut kanan memar 
7) Bahwa maksud terdakwa menanyakan perintah dari korban untuk jaga 
serambi tersebut adalah karena apabila tidak ada Panglima maka jaga 
serambi ditiadakan, namun pada kenyataannya korban tetap 
memerintahkan terdakwa dan Sertu Usman Umar untuk jaga serambi. 
8) Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, terdakwa dan korban pernah 
mempunyai masalah yaitu tentang penggantian anggota jaga yang tidak 
disetujui oleh korban namun oleh Danki tetap diperintahkan untuk 
diadakan penggantian sehingga korban marah kepada terdakwa. 
  
Surat, yaitu Visum Et Repertum Nomor.R/21/VER/VII/2002 ,tanggal 
28 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Lettu ckm dr.R.Simanjuntak 
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.Dalam alat bukti visum tersebut telah memiliki nilai sebagai alat bukti, sebab 
visum tersebut dibuat diatas sumpah jabatan oleh Lettu ckm Dr.R.Simanjuntak 
di RST TK III Ambon. 
 
4.  Tuntutan Hukum 
Dengan mengingat Pasal 106 ayat (1)jo ayat (2)KUHPM dan Pasal 182 
ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan hukum yang 
berkaitan dengan perkara itu, serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh 
selama pemeriksaan di penyidikan dan persidangan, maka Oditur Militer pada 
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 
memutuskan : 
1.  Menyatakan terdakwa Yatimin terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana  insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka  
2.  Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan  
3. Barang bukti berupa aatu lembar Visum Et Repertum   
No.R/21/VER/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tetap dilekatkan 
dalam berkas perkaranya 
4.  Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- 
( Tujuh ribu Lima Ratus Rupiah ) 
5.  Pertimbangan Hakim 
      Dasar pertimbangan hakim pengadilan Militer dalam memutus perkara 
tindak pidana insubordinasi adalah sebagai berikut: 
a. Majelis Hakim menimbang bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut 
terdakwa telah mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yang 
pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa 
merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut 
lagi 
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b. Majelis Hakim menimbang bahwa atas dasar pembelaan / permohonan 
terdakwa tersebut Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya. 
c. Majelis Hakim menimbang bahwa dimuka persidangan oditur Militer 
telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya 
dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan 
bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana insubordinasi yang 
mengakibatkan luka. 
d. Majelis Hakim menimbang bahwa dimuka persidangan telah mendengar 
keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya 
melakukan tindak pidana insubordinasi yang mengakibatkan luka.   
e. Menimbang benar bahwa terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dalam 
dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) KUHPM yang untuk 
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut haruslah 
perbuatan-perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang termuat 
dalam pasal tersebut yaitu : 
1).  Unsur : Militer 
2). Unsur : Yang sengaja dengan tindakan nyata  
3).  Unsur        :Menyerang seorang atasan, melawan dengan kekerasann 
atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan untuk 
bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau 
encaman kekerasan untuk melaksanakan atau 
mengabaikan status pekerjaan dinas 
4).    Unsur  : Apabila tindakan itu mengakibatkan luka 
Dengan keterangan  sebagai berikut: 
            Unsur ke 1 : Militer  
Yang dimaksud dengan militer berasal dari bahasa Yunani yaitu 
Miles 
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yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi 
tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka 
pertahanan keamanan negara. 
 Menurut pasal 46 ayat ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan 
militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan 
perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam 
tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya 
pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam 
dinas. 
 Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, 
jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas 
memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda 
pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya 
 Bahwa baik militer sukarela maupun militer wajib adalah 
merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat 
dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer 
disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini 
terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI. 
 Bahwa disamping pengertian militer ada juga yang termasuk dalam 
pengertian militer sesuai pasal 49 KUHPM ayat 1 ke-1 bekas militer yang 
digunakan dalam suatu ikatan dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris 
militer wajib yang berpakaian seragam ), ke-3 (Pensiunan Perwira anggota 
dari suatu Peradilan Militer luar biasa), ke-4 (mereka yang memakai 
pangkat militer tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-
5 (mereka anggota organisasi yang dipersamakan dengan angkatan Darat, 
laut dan udara berdasarkan undang-undang). 
Bahwa benar pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi 
perkara ini terdakwa masih dalam status militer aktif, demikian pula 
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dipertimbangkan ini sebagai seorang yang memakai seragam militer 
lengkap dengan atribut militer yang resmi (sah) dan terdakwa belum 
pernah dinyatakan  diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang 
berwenang. Bahwa benar terdakwa adalah anggota TNI dengan pangkat 
Sertu dan berdinas di Grup 2 Kopassus menjaabat sebagai Danru 3/2/2 
Yon 21 dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini 
terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di kediaman Pangdam 
XVI/Patimura di Jl. Dr. Latumeten Ambon sebagai Danru  Parako dengan 
pangkat Sertu Nrp.31940583050774. 
            Unsur ke 2  : Yang sengaja dengan tindakan nyata  
Yang dimaksud dengan sengaja menurut Mvt adalah menghendaki 
dan menginsyafi terjadi suatu perbuatan atau tindakan serta akibatnya 
merupakan bentuk kesalahan dalam tindakan pidana lokus. 
Yang dimaksud dengan ”tindakan nyata” adalah suatu perbuatan 
atau tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa dalam 
bentuk atau wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu 
gerakan fisik atau badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si 
korban untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, menampar 
atau menendang, mendorong dan sebagainya.tentang keras atau tidaknya 
perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan yang penting terdapat 
gerakan fisik. 
Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan 
terdakwa dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut  
Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2002 sekitar pukul 11.00 WIT, 
Korban Suwardi memerintahkan kepada seluruh anggota Kiwal kediaman 
Pangdam XVI/Pattimura untuk melaksanakan korve di barak yang berada 
di kediaman Pangdam XVI/Pattimura dengan cara melakukan pengecetan 
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dan pembersihan. Bahwa sampai dengan pukul 16.00 WIT pengecekan 
dan pembersihan belum selesai, namun pada anggota kiwal justru bermain 
vollyball bertempat di lapangan SMP Kartika di depan Kediaman 
Pangdam XVI/Pattimura sehingga korban memanggil anggota tersebut 
untuk melanjutkan korve dan melarang untuk bermain vollyball. 
Bahwa pada malam harinya dari pukul 22.00 WIT sampai pukul 
01.30 WIT dini hari tanggal 21 Agustus 2002 tidak ada yang jaga serambi 
di kediaman Pangdam XVI/Pattimura. 
Bahwa tidak ada anggota yang jaga kemudian korban selaku ajudan 
Pangdam XVI/Pattimura memerintahkan Praka Fendi Yulianto dan Praka 
Lyoner Tua Manullang yang sedang menonton televisi untuk memanggil 
Serka Usman Umar Danru Kostrad dan Sertu Yatimin Danru Parako. 
Bahwa Bahwa terdakwa dan Serka Usman Umar menghadap sekitar pukul 
02.00 WIT dini hari diruangan televisi kediaman Pangdam XVI/Pattimura 
Jl. Dr. Latumeten Ambon dengan berpakaian preman rapi tanpa senjata. 
Bahwa selanjutnya korban Letda Suwardi bertanya kepada para 
Danru                 tersebut mengapa tidak ada yang jaga lalu  berkata kalau 
tidak ada anggota tidak ada yang jaga Danrunya saja yang jaga sampai 
pagi, dan kalau masih tidak ada yang jaga korban Letda Suwardi akan 
melaporkan mereka kepada Danki masing-masing. 
Bahwa setelah Korban Letda Suwardi selesai memberi arahan 
kepada para danru tersebut Korban Letda Suwardi bermaksud pergi 
kegarasi dan ketika sampai di depan terdakwa tiba-tiba terdakwa tidak 
dapat menahan emosinya karena Danrunya sebenarnya tidak dikenakan 
jaga serambi lantas terdakwa memukul saksi dengan tangan mengenai 
mukanya (2) dua kali dan mengenai leher sebanyak 1(satu) kali. 
Selanjutnya korban reflek membela diri sambil menarik baju kaos 
terdakwa sampai robek kemudian antara terdakwa dan korban Letda 
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Suwardi terjadi pergulatan di lantai saling banting dan saling melakukan 
penguncian dan Serka Usman Umar mencoba melerai namun tidak mampu 
kemudian dibantu oleh Praka Fendi Yulianto dan Praka Lyoner Manullang 
Tua langsung mengamankan terdakwa. 
Unsur ke 3: ”Menyerang atasan, melawannya dengan kekerasan atau  
ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak 
ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”. 
Bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif, untuk ini 
hanya dibuktikan salah satu unsur yang sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa yaitu unsur yang sengaja dengan tindakan nyata 
menyerang seorang atasan. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan nyata 
menyerang tubuh seorang atasan yang dilakukan dengan perbuatan 
tertentu dan penyerangan ini dilakukan dengan cara langsung, misalnya 
memukul, menendang, menumbuk dan sebagainya atau dapat juga 
dilakukan dengan cara tidak langsung misalnya:melempar, menembak,dll. 
Sedangkan yang dimaksud ”menyerang seorang atasan” melakukan 
tindakan atau perbuatan dengan kekerasan atau perkataan yang ditujukan 
kepada seseorang yang mempunyai kepangkatan atau kedudukan lebih 
tinggi dari pelaku. 
Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan 
terdakwa dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa dan Serka Usman Umar menghadap sekira pukul 
02.00 WIT dini hari diruangan televisi kediaman Pangdam XVI/Pattimura 
Jl. Dr. Latumeten Ambon dengan berpakaian preman rapi tanpa senjata. 
Bahwa selanjutnya korban Letda Suwardi bertanya kepada para 
Danru tersebut mengapa tidak ada yang jaga lalu  berkata kalau tidak ada 
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anggota tidak ada yang jaga Danrunya saja yang jaga sampai pagi, dan 
kalau masih tidak ada yang jaga korban Letda Suwardi akan melaporkan 
mereka kepada Danki masing-masing 
Bahwa setelah Korban Letda Suwardi selesai memberi arahan 
kepada para danru tersebut Korban Letda Suwardi bermaksud pergi ke 
garasi dan ketika sampai di depan terdakwa tiba-tiba terdakwa tidak dapat 
menahan emosinya karena Danrunya sebenarnya tidak dikenakan jaga 
serambi lantas terdakwa memukul saksi dengan tangan mengenai mukanya 
(2) dua kali dan mengenai leher sebanyak 1(satu) kali.Selanjutnya korban 
reflek membela diri sambil menarik baju kaos terdakwa sampai robek 
kemudian antara terdakwa dan korban Letda Suwardi terjadi pergulatan di 
lantai saling banting dan saling melakukan penguncian dan Serka Usman 
Umar mencoba melerai namun tidak mampu kemudian dibantu oleh Praka 
Fendi Yulianto dan Praka Lyoner Manullang Tua langsung mengamankan 
terdakwa. Pada dasarnya terdakwa mengetahui dengan pasti korban 
pangkatnya lebih tinggi dari terdakwa. 
            Unsur Ke 4 : ”Apabila tindakan itu mengakibatkan luka”. 
Yang dimaksud dengan mengakibatkan luka adalah menimbulkan 
rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak 
dari si pelaku (terdakwa), berkehendak atau tujuan ini harus disimpulkan 
dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit 
atau perasaan tidak enak kepada orang lain.Menimbulkan rasa sakit itu 
atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (terdakwa) 
dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, 
merampas, menusuk dan lain-lain 
Berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta-fakta : Bahwa yang 
dimaksud dengan mengakibatkan luka ”yaitu akibat dari perbuatan yang 
dilakukan oleh pelaku mengakibatkan luka atau sakit kepada  atasannya. 
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Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban 
Suwardi mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum 
No.R/21/VER/VIII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang dibuat oleh 
Rumah sakit Tentara Tingkat III Ambon An. Letda Inf. Suwardi yang 
ditandatangani oleh Lettu Ckm dr. R.Simanjuntak Nrp.1190010160270 
dengan hasil sebagai berikut: terdapat luka memar pada bibir atas ukuran 
setengah kali satu cm dan satu kali satu cm, terdapat luka memar pada 
bibir bawah dengan ukuran satu kali satu cm dan luka lecet ukuran 
setengah kali setengah cm, 1 gigi depan nomor satu kiri bagian rahang atas 
goyang.  
f. Majelis Hakim menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan 
hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum baik 
karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang oleh karenanya 
terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. 
g. Majelis Hakim menimbang sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan 
kepada terdakwa akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
maupun meringankan yaitu: Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa, 
keterangan saksi dan saksi korban. Berdasarkan pada hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, yaitu : 
Hal yang memberatkan: 
1) Perbuatan terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin 
prajurit TNI khususnya di Kesatuan 
2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah 
prajurit  
Hal yang meringankan: 
1) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya 
2) Terdakwa belum pernah dihukum 




6.  Putusan Majelis Hakim 
   Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi dan terdakwa di 
persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga atas 
tuntutan dari Oditur militer yang menuntut berdasarkan Pasal 106 ayat (1) jo 
(2) KUHPM, maka Majelis Hakim memutus perkara tindak pidana 
insubordinasi, dalam putusannya Nomor : PUT/49-K/PM II -11/AD/VI  
II/2006 telah memutus sebagai berikut  : 
a. Menyatakan : terdakwa tersebut di atas bernama Yatimin dengan 
identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana “INSUBORDINASI DENGAN TINDAKAN 
NYATA YANG   MENGAKIBATKAN LUKA “ 
b. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok yaitu penjara 
selama 4 (empat) bulan 
c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :  
d. 1 lembar Visum Et Repertum atas nama Letda Inf.Suwandi Nrp.636989 
dari RSTTK 111 Ambon Nomor : R/21/VER/VIII/2002 Tanggal 28 
Agustus 2002, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya 
e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam perkara ini sebesar 
















B.   PEMBAHASAN 
 1. Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana 
Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan 
Peradilan Militer Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. 
Dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian 
mengenai penerapan alat bukti yang digunakan hakim dalam upaya 
pemeriksaan tindak pidana insubordinasi, dengan cara menganalisis proses 
pemeriksaan alat bukti yang diterapkan terhadap tindak pidana 
insubordinasi. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dalam bab ini 
penulis akan menganalisa terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta Nomor : PUT/49-K/PM II-11/AD/VIII/2006 dengan terpidana 
Yatimin. 
Dalam kasus tindak pidana insubordinasi yang diteliti oleh Penulis 
ini ada beberapa alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yaitu : 
a.   Keterangan saksi 
  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, alat bukti 
keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling 
utama dan dominan dalam perkara ini. Dapat dikatakan tidak ada 
perkara yang luput dari pembuktian alat bukti saksi. Hampir semua 
pembuktian perkara pidana, selalu berstandar kepada pemeriksaan 
keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan 
alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan 
pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian 
mempunyai mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, ada beberapa 
hal pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dapat 
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dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut :   
1).   Harus mengucapkan sumpah  atau janji 
  Hal ini diatur dalam Pasal 154 ayat (3) Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. yang memberikan ketentuan 
sebelum saksi memberikan kesaksian wajib mengucapkan sumpah 
atau janji yang dilakukan menurut cara agamanya masing-masing 
dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan 
keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang 
sebenarnya.Menurut Pasal ini sumpah wajib diucapkan sebelum 
saksi memberikan keterangan,akan tetapi dalam Pasal 162 diatur 
mengenai perkecualian saksi yang dapat diperiksa untuk memberi 
keterangan tanpa sumpah yaitu anak-anak yang umurnya belum 
cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, serta orang sakit 
ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya 
kembali. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai 
alat bukti. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipaun sesuai 
satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah 
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Hal ini 
diatur dalam Pasal 173 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer. 
2).  Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan 
Menurut Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, agar keterangan saksi dinilai 
sebagai alat bukti, maka keterangan saksi harus dinyatakan di 
sidang pengadilan.Keterangan yang dinyatakan di luar sidang 
pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa.Dalam kasus tindak pidana 
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Insubordinasi yang dilakukan Yatimin, tidak semua keterangan 
saksi diberikan di muka persidangan. Beberapa keterangan saksi 
tersebut didapatkan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dimiliki 
oleh penyidik, sehingga tidak semua saksi tersebut memberikan 
kesaksian tersebut di muka persidangan dikarenakan para saksi 
yang sedang bertugas dinas di berbagai wilayah. 
       3). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup 
  Dalam Pasal 173 ayat (2), dinyatakan bahwa keterangan 
seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan 
tetapi dalam ayat (3) diterangkan bahwa ketentuan tersebut tidak 
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 
  Dalam kasus Tindak Pidana Insubordinasi, saksi yang 
diajukan berjumlah 5 (lima) orang yaitu saksi Korban, saksi Usman 
Umar, saksi Fendy, saksi Lyoner dan saksi Agus yang kesemuanya 
memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut agamanya 
masing-masing dan setiap saksi memang melihat, mendengar, dan 
mengalami sendiri, sehingga alat bukti keterangan saksi dalam 
kasus tindak pidana insubordinasi merupakan alat bukti yang sah 
dan dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim. 
 
b.   Keterangan terdakwa 
      Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak diucapkan 
dibawah sumpah/janji, sehingga ia bebas untuk berkata benar atau 
tidak dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. 
Hakimlah yang akan menilai kebenaran dari setiap keterangan yang 
diberikan terdakwa. 
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 Walaupun terdakwa telah mengakui bahwa dia telah bersalah 
melakukan suatu tindak pidana, hakim harus tetap mencari 
kebenarannya atas keterangan tersebut. Alasannya yakni bisa saja 
terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena 
gejolak psikologis yang ada dalam dirinya. 
 Dalam kasus ini, pada dasarnya terdakwa telah mengakui 
kesalahannya, dan keterangan terdakwa tersebut telah bersesuaian 
dengan keterangan saksi di persidangan. Akan tetapi kesaksian yang 
diberikan oleh terdakwa mengenai permulaan terjadinya tindak pidana 
bertentangan dengan kesaksian saksi korban. Terdakwa bersaksi 
bahwa korbanlah yang lebih dahulu melakukan pemukulan, sedangkan 
korban bersaksi sebaliknya. Dalam alat bukti pengakuan terdakwa 
yaitu Yatimin, pengakuan dari terdakwa tersebut merupakan perbuatan 
yang ia ketahui sendiri bukan pengetahuan yang bersifat rekaan yang 
terdakwa dapatkan dari hasil pemikiran dan pengalaman yang ia alami 
sendiri. Alat bukti pengakuan terdakwa tidak boleh dianggap sebagai 
alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat tetapi merupakan 
alat bukti yang nilai pembuktiannya bebas, harus memenuhi batas 
minimum pembuktian dan harus memenuhi asas keyakinan hakim. 
 Setelah diadakan pemeriksaan terhadap saksi, baik saksi korban 
maupun teman-teman korban, surat dan keterangan terdakwa dan 
dihubungkan dengan barang-barang bukti, hakim memutus terdakwa 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Insubordinasi sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 206 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer dan hakim menjatuhkan hukuman terhadap 
terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 
membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500,- ( 
Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Vonis penjara hakim ini lebih ringan 
2 bulan daripada tuntutan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum. 
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c.   Surat 
Alat bukti surat dalam perkara pidana jarang sekali diajukan ke 
persidangan, karena dalam perkara pidana, alat bukti yang pasti ada 
dan sering diajukan adalah saksi. Walaupun demikian, yang dapat 
dijadikan alat bukti surat antara lain : 
1) Berita acara pemeriksaan saksi di kepolisian. 
2) Berita acara pemeriksaan saksi ahli di kepolisian. 
3) Berita pemeriksaan tersangka di kepolisian. 
Dalam Pasal 176 ayat (c) dikemukakan bahwa surat sebagai alat 
bukti yang sah apabila dimuat atas nama sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah yaitu surat keterangan dari seorang ahli 
yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal 
atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Dengan 
alat bukti surat yang dibuat diatas sumpah jabatan berupa Visum Et 
Repertum tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan 
menentukan, sebab mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
mengikat hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti 
lawan. Maka dari itu Visum Et Repertum Nomor.R/21/VER/VII/2002, 
tanggal 28 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Lettu ckm Dr. R. 
Simanjuntak. Dalam alat bukti visum tersebut telah memiliki nilai 
sebagai alat bukti, sebab visum tersebut dibuat di atas sumpah jabatan 
oleh Lettu ckm Dr. R. Simanjuntak di RST TK III Ambon. 
 Guna memperkuat pembuktian kesalahan terdakwa sebagaimana 
dalam dakwaan oditur militer, hakim perlu memperhitungkan adanya 
barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer. Barang bukti dalam 
pemeriksaan akan lebih membantu dalam proses pembuktian perkara 
ini. Dalam perkara tindak pidana Insubordinasi ini, barang bukti yang 
diajukan ke muka persidangan akan menambah keyakinan hakim akan 
kesalahan terdakwa. Sebagaimana diuraikan, dalam proses pengajuan 
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barang bukti dihadirkan juga 1 (satu) potong kaos warna putih milik 
terdakwa atas nama Serda Yatimin Nrp. 31940583050774. 
Berdasarkan barang bukti ini maka hakim lebih yakin akan perbuatan 
terdakwa, karena perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya 
kaos yang terdapat bercak darah akibat luka karena tindak pidana yang 
dilakukannya tersebut. Dari ketentuan mengenai alat bukti yang sah, 
maka kaos ini merupakan barang bukti dan bukan sebagai alat bukti. 
2.   Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Penerapan Alat Bukti pada 
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan oleh 
Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer di Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta dan Solusi untuk Mengatasi Hambatan 
Tersebut. 
     Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 1 April 2008  
dengan Kapten FX. Raga Sejati selaku Hakim anggota yang menangani 
perkara tersebut, dijelaskan bahwa pada penerapan alat bukti dalam proses 
penyelesaian tindak pidana insubordinasi ada beberapa hambatan yang 
ditemui antara lain: 
a.   Hambatan umum berkaitan dengan pemeriksaan para saksi dikarenakan 
para pihak meliputi para saksi, korban serta terdakwa saat terjadinya 
tindak pidana tersebut sedang melaksanakan tugas militer di daerah lain 
yang jauh dari kesatuan, tepatnya di wilayah Ambon yang tergolong 
sangat jauh lokasinya dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hal ini 
tentu menyebabkan sulitnya mengatur waktu untuk menghadirkan para 
saksi di persidangan, sehingga proses pemeriksaan pun semakin 
tertunda, karena mencari waktu yang tepat untuk mendatangkan para 
saksi, korban maupun terdakwa. Adapun untuk mengatasi hambatan 
tersebut yaitu diperlukan suatu proses peradilan yang flexibel dan praktis 
yang dapat mengakomodir kepentingan dari para pihak yang pada 
dasarnya adalah anggota militer yang sering ditugaskan di luar daerah. 
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b.  Adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban 
dengan Terdakwa yang berkaitan dengan awal mula terjadinya tindak 
pidana insubordinasi. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, 
yaitu Majelis Hakim dapat menggunakan keyakinannya untuk menilai 




























SIMPULAN DAN SARAN  
 
A.  SIMPULAN 
 
  Setelah dilakukan pembahasan terhadap masalah proses penerapan alat 
bukti pada tindak pidana insubordinasi, maka dapat dikemukakan simpulan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan 
Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu Saksi 
korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka 
Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan 
dengan pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dan yang 
terakhir adalah keterangan Terdakwa. 
2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap tindak pidana 
insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban 
maupun terdakwa yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan 
diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan 
kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian 
Terdakwa. 
3.  
B.  SARAN 
1. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus tindak pidana 
insubordinasi, maka sebaiknya masing-masing kesatuan lebih intens dalam 
mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat antara atasan dan 
bawahan, sehingga tercipta suatu hubungan baik secara dinas maupun 
kekeluargaan yang lebih baik. Contohnya dengan mengadakan Jam 
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Komandan yang merupakan waktu dimana seorang atasan memberi 
pengarahan kepada para anggotanya. 
2. Pada dasarnya seorang atasan dan bawahan merupakan rekan kerja secara 
dinas yang seharusnya saling menghormati dan menghargai, oleh karena 
itu perlu ditekankan kepada seorang atasan untuk dalam menyampaikan 
perintah ke bawahan harus dengan sopan santun dan menghargai, serta 
kepada bawahan juga ditekankan untuk memegang asas menghormati dan 
patuh kepada seorang atasan yang memiliki pangkat lebih tinggi darinya. 
3. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan alat bukti, khususnya 
pemeriksaan saksi yang berada jauh dari Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta, maka pemeriksaan dapat dilakukan di tempat yang 
berdekatan saja lalu dijadikan berita acara pemeriksaan agar dapat 
digunakan menjadi alat bukti . Hal ini dilakukan agar proses penyelesaian 
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